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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 

merupakan bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum OPD dan pelaksanaan Musrenbang 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk 

menetapkan standar ukuran keberhasilan pembangunan selama lima tahun yaitu tahun 2024 

dibidang Pendidikan sekaligus sebagai dadar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam 

tiap tahunnya.  Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.  

Penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan termasuk berinteraksi dengan 

para Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pendidikan di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, 

partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan 

mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang Pendidikan sampai 

dengan saat ini. 

Rencana kerja ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang 

Pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, dan sinergis dan berkesinambungan.  

Mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan ini dapat memberikan informasi awal yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2024. 

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja 

(Renja) tahun 2024 ini, kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang peduli pada pembangunan pendidikan di Sulawesi Selatan. 

 

Makassar,      Juli 2023 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  

PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

 

 

 

 

Dr. SETIAWAN ASWAD,M.Dev, Plg 

Pangkat : Pembina Tk. I  

NIP. 19730825 199203 1 002 

 

  



ii 

 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i 

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii 

BAB I PENDAHULUAN  ............................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................1 

1.2 Landasan Hukum ..............................................................................................................4 

1.3 Maksud dan Tujuan ..........................................................................................................7 

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................................8 

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............................ 11 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat 

Daerah ..............................................................................................................................11 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................26 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..........................28 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................................................31 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................................48 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................................................. 62 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................................62 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................................................64 

BAB IV RENCANA KERJA DAN SPENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......................................... 88 

4.1 Program dan Kegiatan......................................................................................................88 

BAB V PENUTUP ...................................................................................................................... 96 

  



1 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai 

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari 

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis 

Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam 

menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan 

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.  

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah 

meliputi: 

1. Persiapan Penyusunan, Persiapan penyusunan renja meliputi : 

(a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim 

penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat 

Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan; 

(d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan 

SIPD. 
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2. Penyusunan Rancangan Awal : Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah 

tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: 

(a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu. 

3. Penyusunan: Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah 

merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja 

Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan 

disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan 

sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD. 

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat 

Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah 

berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dan dilakukan 

pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh 

masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, 

lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. 

5. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, 

merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi 

rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. 

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk 

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah 

berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada 

tentang RKPD. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan 

yang dirumuskan dalam Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra 

Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar  
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penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dari rancangan awal renja 

sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu 

renstra Dinas Pendidikan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD. Pada 

penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil 

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Adapun hasil rancangan awal yang 

menjadi dasar yaitu: 

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin 

kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta 

prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

dengan Renstra Perangkat Daerah. 

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan 

hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk 

memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang 

disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam hal ini Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2023 mengacu pada program dan kegiatan perangkat daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang 

perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 

untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan 

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan 

daerah dengan melibatkan masyarakat. Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Organisasi 
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Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang 

disebut dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). 

Penyusunan Renstra-OPD ini mengacu pada RPJMD. Renstra-OPD memuat tujuan, 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah. 

1.2  Landasan Hukum 

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teantang Pembagian Urusan 

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kab/Kota; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan 

Anak; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Reublik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perlindungandan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

18. Peraturan Menteri Pendidiakan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; 
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21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah. 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Ranka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ; 

27. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

29. Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 

30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perencanaan 

Aksi Daerah, Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD 

Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022. 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022; 
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33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Percepatan 

Penurunan Stunting; 

35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023; 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai implementasi 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.  

 Sedangkan tujuan yang akan dicapai melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) 

tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan 

Tahun 2023; 

2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan; 

3. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan 

yang harus dipedomani para pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya di Tahun 2023; 

4. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan, 

sebagai dasar penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 

bagi bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara perencanaan 

tahunan pembangunan pendidikan di Sulawesi Selatan dengan Renstra Dinas 

Pendidikan periode tahun 2018-2023 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2018-2023. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berisi tentang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses 

penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat 

Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L 

dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD 

1.2. Landasan hukum 

Berisi tentang penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, 

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3. Maksud dan tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja 

Perangkat Daerah. 

1.4. Sistematika penulisan 

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

Bab II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Dinas Pendidikan Prov. Sulsel tahun 2021 dan pencapaian target Renstra Dinas 

Pendidikan Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator 
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kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Jenis indikator yang dikaji, 

disesuaikan dengan tugas dan Fungsi, serta ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Berisi uraian mengenai: 

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;  

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi;  

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan;  

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis 

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas 

tahun yang direncanakan. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD 

dengan hasil analisis kebutuhan;  

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;  

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting 

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait 

langsung maupun yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun 

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian 

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. 

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1  Telaahan terhadap kebijakan nasional  

Berisikan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil untuk kebijakan atau 

program kerja Dinas Pendidikan selanjutnya. 
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3.2  Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah 

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun 

berkenaan. Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan 

indikator sasaran beserta target tahun 2022 

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1 Program dan Kegiatan 

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah 

Bab V. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian 

rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.  
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BAB II 

HASIL EVALUASI 

 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

 

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 

dikelompokkan menjadi dua urusan yaitu urusan Wajib Pelayanan  Dasar dan Non 

Urusan. Urusan wajib Pelayanan Dasar terdiri dari Program Pengelolaan Pendidikan, 

Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dan Program pengembangan Bahasa dan 

Sastra. Non urusan terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi.  Hasil evaluasi terhadap renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja 

program tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan: 

a. Program Pengelolaan Pendidikan 

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 

1) Pembangunan USB (Uni Sekolah Baru) 

2) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 

4) Pengadaan perlengkapan sekolah 

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

1) Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula 

- Pengelolaan Pendidikan Khusus 

1) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan; 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
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c. Program Pengembangan Kurikulum 

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan; 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target 

kinerja program/kegiatan: 

a. Kesesuaian ketersediaan anggaran dengan prioritas kegiatan 

b. Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan tertundanya atau 

tidak terlaksananya suatu kegiatan 

c. Ada beberapa kegiatan yang menggunakan sistem kerjasama dengan 

lembaga lain sehingga dibatasi kuota 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian, terpenuhinya atau melebihi target 

kinerja program/kegiatan: 

a. Capaian kegiatan yang berada dibawah target capaian renstra sd 

tahun berjalan harus segera diperbaiki 

b. Capaian kegiatan yang berada diatas target capaian renstra sd akhir 

tahun renstra boleh tidak dilaksanakan 

c. Capaian kegiatan yang berada diatas target capaian renstra sd tahun 

berjalan harus dipertahankan 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: 

a. Memberikan alokasi anggaran yang lebih banyak untuk kegiatan 

yang realisasi capaiannya berada dibawah capaian target renstra sd 

tahun berjalan. 

b. Merelokasi anggaran untuk kegiatan yang sudah melebihi capaian 

target renstra sd akhir tahun renstra. 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana 

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan 

produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah 

memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up 

dan topdown  

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja 

(performance result) yang dicapai. Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang 

baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable 

(terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas 

waktu).  

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung 

pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pencapaian kinerja IKU Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan sebagai berikut:   

No.  

Indikator Kinerja Utama 

 

Satuan Target Realisasi Capaian 

(%) 

1. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 

16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam 

Pendidikan Menengah (SPM) 

 

% 100 83,68 83,68 

2. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-

18 Tahun yang Termasuk Dalam 

Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi 

dalam Pendidikan Khusus (SPM) 

 

 

% 

 

100 

 

82,73 

 

82,73 

3. Persentase Siswa SMA/SMK yang Bebas 

Buta Aksara Al-Quran 

 

 

% 

 

60.25 

 

92,65 

 

151,51 

4. Persentase SMA/SMK yang Bebas     
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Narkoba (Indikator RPJMD Pokok) % 

 

91.45 99,97 107,61 

5. Persentase Sekolah yang Menerapkan 

Kurikulum Lokal Penambahan Waktu 

Pelajaran Agama 

 

% 

 

54.25 

 

73,46 

 

132,12 

6. Persentase Pendidikan Menengah yang 

Telah Menerapkan Penyelenggaraan dan 

Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK 

 

% 

 

80 

 

86,26 

 

106,49 

7. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan 

Menengah 

 

% 

 

 

 

1 : 13 

 

1 : 13 

 

100.00 

8. Persentase Guru SMA yang Bersertifikat  

% 

 

52.00 

 

56.07 

 

107.07 

9. Persentase Guru SMK yang Bersertifikat  

% 

 

45.10 

 

52.24 

 

1102,18 

  

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 11 indikator, dan 

dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

 Sangat memuaskan (capaian di atas 100 persen) sebanyak 6 indikator 

 Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 1indikator 

 Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 2 indikator 

 Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0  indikator 

 Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator 

Dari 11 IKU tersebut, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 66,67 persen 

telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan 27,22 persen telah memenuhi kriteria 

memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Pendidikan 

Tahun 2022. 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  

  Aspek lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah berbagai isu yang terkait 

dengan penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Sulawesi Selatan. Isu yang 

dihimpun dalam Renja ini menyangkut isu-isu strategis yang terkait program-program 
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prioritas dan isu-isu pendidikan yang berdampak strategis.  Adapun isu-isu pendidikan 

yang dimaksud adalah: 

a. Buta Aksara masih menjadi masalah besar. Ketercapaian Angka Melek Huruf 

Sulawesi Selatan belum dapat menunjang posisi 10 terbesar ketercapaian 

IPM di tingkat nasional. Buta aksara terkait erat dengan kebodohan, 

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini harus dientaskan guna 

melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan. 

b. Kesempatan memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu belum 

terjangkau bagi wilayah yang terpencil, terpencar dan terluar serta belum 

sepenuhnya terlayani bagi usia sekolah pendidikan dasar yang termarginalkan 

(anak miskin, berkebutuhan khusus, dan terlantar). Keadaan ini harus 

diantisipasi untuk mewujudkan komitmen bangsa terhadap rumusan terhadap 

Millenium Development Goals (MDG’s), dan Pendidikan Untuk Semua (EFA). 

c. Survival rate (kelanjutan pendidikan) bagi lulusan pendidikan dasar dan 

menengah masih rendah diakibatkan kemampuan orang tua terbatas untuk 

membiayai putra – putri mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini 

berdampak pada angka putus sekolah meningkat serta rata lama sekolah yang 

rendah. Kondisi ini harus diatasi dan dilayani mengingat tuntutan Amandemen 

UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) bahwa “ Setiap orang berhak mengembangkan 

diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari IPTEK, Seni dan Budaya demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan ummat manusia”. 

d. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktek belum 

terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan sebagaimana yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung terutama di jenjang 

sekolah dasar dan sekolah menengah, banyak mengalami kerusakan sehingga 

proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan. 

e. Predikat profesi belum sepenuhnya melekat pada guru bila dilihat dari hasil uji 

kompetensi guru (UKG). Ini berdampak pada kualitas lulusan siswa utamanya di 

jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum dapat berkompetisi dengan 

siswa di Pulau Jawa bahkan di Negara Asean. Selain itu sistem distribusi guru 

yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar 

wilayah tidak merata. Faktor lain adalah kurangnya minat guru yang akan 

bertugas didaerah terpencil, terpencar dan terluar mengakibatkan adanya 
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perbedaan atau gap tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru. 

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran masih minim 

/ kurang diberdayakan oleh guru atau sekolah. Hal ini berdampak terhadap 

ketidak tahuan siswa mencari informasi dan atau bahan pembelajaran melalui 

fasilitas internet yang hanya semata informasi itu diperoleh dari buku teks 

pelajaran dan pemanfaatan perpustakaan. 

g. Keterbatasan peralatan, rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang 

tidak serupa dengan dunia kerja pada Satuan Pendidikan Kejuruan (SMK) 

menyebabkan ketidaksiapan sebagian lulusan dalam memasuki dunia kerja. 

Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja 

mempunyai efek domino terhadap industri pemakai, karena industi harus 

menyelenggarakan pendidikan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga 

kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di 

luar biaya produksi. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi terbaik bagi lulusan 

SMK untuk memasuki dunia kerja dengan berbagai pelatihan kejuruan khusus yang 

berjangka pendek. 

h. Anak Tidak Sekolah (ATS)/ABPS, Ketua Panitia Penanganan Anak Tidak Sekolah 

Berbasis Aksi Kolaborasi (PASTI BERAKSI) menyebutkan Jumlah Anak Tidak 

Sekolah (ATS) di Sulsel masih cukup tinggi Data BPS tahun 2020 menunjukkan 

bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah pada usia 7-18 tahun 

di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 163.940 orang. permasalahan Anak Tidak 

Sekolah (ATS) merupakan masalah pendidikan yang selama ini hanya ditangani 

oleh satu atau dua sektor tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya 

dan tanpa kolaborasi yang baik, sehingga penanganan ATS berjalan dengan 

lambat dan sulit mencapai target yang diharapkan. Hal inilah yang mendasari 

inovasi PASTI BERAKSI hadir sebagai salah satu solusi sehingga para pemangku 

kepentingan bisa bersatu menyusun rencana aksi hingga implementasi di 

lapangan dalam upaya mengembalikan ATS untuk kembali bersekolah baik di 

sekolah formal maupun non formal serta mencegah anak beresiko putus 

sekolah agar tidak putus sekolah. Inovasi PASTI BERAKSI menyediakan sistem 

pendataan berbasis data By Name By Address sehingga penanganan ATS dapat 

lebih efektif melalui intervensi yang tepat dan sasaran penerima manfaat yang 

lebih akurat. Pada tahun 2022 anak usia 7- 18 tahun yang masih bersekolah 

mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -0,32 persen dengan capaian 

90,38 persen. Hal tersebut berarti 9,62 persen sisanya sedang tidak duduk di 

bangku sekolah (anak tidak sekolah). Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin 

pada tahun 2022 sebanyak 24,56% anak berjenis kelamin laki-laki tidak 
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menduduki bangku sekolah, sedangkan sebanyak 20,35% anak berjenis 

kelamin perempuan tidak menduduki sekolah.  

i. Stunting, Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian 

Kesehatan, prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan mencapai 27,2% pada 

2022. Provinsi ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita stunting 

tertinggi di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah anemia 

pada remaja putri yang disebabkan oleh konsumsi Tablet Penambah Darah 

(TTD) masih rendah sehingga diperlukan distribusi dan konsumsi TTD di seluruh 

SMA/SMK/MA sederajat dalam pemantauan pihak sekolah bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas. 

j. Pelaksanaan SPM, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib 

melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan SPM 

Pendidikan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 

pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Begitu juga bagi masyarakat penyelenggara 

pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang 

dan atau jasa serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

k. Pendidikan Vokasi, pendidikan vokasi merupakan salah satu program prioritas 

Gubernur Sulawesi Selatan yang harus menjadi perhatian utama untuk 

pencapaian sasaran. Ada dua cara yang bisa ditempu, seperti yang dikemukan 

saat mengungkapkan visi misinya dalam seleksi calon Kepala Dinas 

Pendidikan, yaitu pertama sasaran target, meningkatkan daya serap alumni di 

perguruan tinggi berkualitas, dan kedua pasar kerja. Dapat juga ditempuh 

dengan jalur regular dan khusus. 

Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan program kegiatan prioritas yang 

mendorong terpenuhinya target renstra tahun berikutnya. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Dalam proses rancangan awal RKPD 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. 

Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas guna mencapai 

target renstra tahun berjalan.   
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2.5   Penelaaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 

Usulan Program/Kegiatan dari pemangku kepentingan di peroleh dari hasil 

musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbangnas dan data Internal Dinas Pendidikan. 

Usulan program/kegiatan yang sesuia dengan porioritas dapat di rencanakan pada 

tahun berikutnya. 
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BAB III 

 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

  Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat 

terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang 

terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah 

Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Arah kebijakan nasional bidang pendidikan dapat dilihat dari visi dan misi kementerian 

pendidikan dan kebudayaan periode 2014-2019. 

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah : 

“ Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan 

Indonesia yang Cerdas dan Beradab ” 

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan  dan  kebudayaan  adalah layanan 

yang : 

1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara; 

2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 

3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, 

dunia usaha, dan dunia industri; 

4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas 

dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial- budaya, ekonomi, 

geografi, dan gender; 

5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam 

pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, 

dan dunia industry; 
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6. Melestarikan dan memperkokoh kebudayaan Indonesia. 

 

             M i s i 

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Kemdikbud 2014-2019 adalah : 

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan 

siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam 

ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan 

pengebangan kebudayaan; serta kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku 

yang mandiri dan berkepribadian; 

2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan 

capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan 

layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan 

masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar dan tertinggal; 

3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatakan 

mutupendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidika, serta memfokuskan 

kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi 

persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik 

baik dan inovasi; 

4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa  daerah adalah: 

a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan dan bahasa; b). membangkitkan kembali karakter 

bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan 

gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baikdi 

masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia 

sebagi bentuk kecintaan pada produk produk dalam negeri; d) melestarikan, 

mengembangakn dan memfasssatkan warisan  

5. budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat; 

6. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan 

pelibatan publik adalah dengan memaksimakan pelibatan publik dalam seluruh 



64 

 

aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan ; 

membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikian di daerah , 

mengembangkan koordinasi dan  kerjasama lintas sektoral ditingkat nasional; 

mewujudkan birokrasi pendidikan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang 

bersih, efektif, dan efisien. 

   

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

3.2.1. Tujuan Renja 

    Penyusunan rencana kerja tahun 2023 adalah perumusan program dan kegiatan 

yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan selama tahun 2023. Penyusunan Tujuan 

Renja tidak terlepas dari tujuan pembangunan pendidikan yang tertera didalam 

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2018-2023. Tujuan Renja di tahun 2023 

diharapkan dapat mendekatkan pada capaian Pembangunan Pendidikan dalam 

rencana strategis Dinas Pendidikan. Tujuan Renja di tahun 2023 masih tetap mengacu 

pada tiga capaian pembangunan pendidikan, yakni: 

1. Meningkatkan aksesibilitas Pendidikan 

2. Meningkatkan Mutu Pendidikan 

3. Meningkat Tata kelola Pendidikan yang professional dan akuntabel 

3.2.2. Sasaran Renja 

    Sasaran adalah target jangka panjang yang secara spesifik diharapkan oleh 

organisasi untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menunjukkan 

pencapaian yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai 

tujuan. Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut, maka masing-masing 

sasaran dari setiap tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 

2023 adalah :  
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Tabel 3.1 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 

 

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif 

Tujuan  : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

 

No Uraian sasaran strategis Indikator sasaran 

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

pemerintahan daerah bidang pendidikan 

 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

 

Misi 4 :    Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan 

Tujuan  :   Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter 

 

No Uraian sasaran strategis Indikator sasaran 

1 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan 

Pendidikan 

- Angka Rata Lama Sekolah 

- Angka Harapan Lama Sekolah 

- Indeks Pendidikan 

 

3.3  Program dan Kegiatan 

     3.3.1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan 

kegiatan. 

1) Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan 2019-2023 Visi Sulawesi 

Selatan  adalah : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, kompetitif, inklusif, 

dan berkarakter” Dengan rumusan visi tersebut maka Dinas Pendidikan harus ikut 

mengejar target  Inovatif, Produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter target 

di semua sektor penyelenggaraan Pendidikan yaitu diantaranya Sekolah (SMA,SMK 

dan SLB ).  Melalui Program Pengelolaan Pendidikan maka salah satu inovasi yang 

dikembangkan oleh Dinas Pendidikan melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah yaitu 

Smart School,  yang bertujuan untuk mendigitalkan seluruh aspek yang ada di 

sekolah, meliputi pembelajaran, manajemen sarana dan prasarana sekolah, untuk 
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mempermudah kegiatan belajar mengajar di sekolah.   

2) Semua Anak bisa Sekolah dan lulusan yang berkualitas, Hal ini mendorong 

pertimbangan terhadap program-program yang ditetapkan dan kegiatan yang 

direncanakan.  Semua anak bisa sekolah atau  dalam hal ini pada Anak yang Tidak 

Sekolah (ATS) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Renja Tahun 2023  

menganggarkan melalui program pengelolaan pendidikan, Kegiatan Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar 

dan Ujian bagi  peserta didik. 

3) Tata kelola penyelenggaraan Pendidikan yang meningkat dan lebih baik. 

3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan 

           a. Program 

  Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh OPD dan dikoordinasikan dengan OPD lainnya untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Rencana program kegiatan 

prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2023 berdasarkan 

Evaluasi SAKIP di tahun-tahun sebelumnya, maka kami telah melakukan review 

Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan 

mereview semua program dan kegiatan agar dapat berkontribusi langsung dengan 

capaian kinerja OPD dari 6 Program menjadi hanya 4 Program. 

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada Tahun 2023 

sebanyak 6 Program, yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Program Pengelolaan Pendidikan 

3. Program Pengembangan Kurikulum 

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 

6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 
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b. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan 

   Program merupakan pernyataan yang mencantumkan daftar kegiatan dan urutan 

kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dari misi pembangunan pendidikan, sebagaimana terlampir 

pada Table TC. 33 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan 

Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan) 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

    Pada penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Sulawesi Selatan tahun 2024  

terdapat 6 program yang terangkum dalam 18 (Delapanbelas) kegiatan dan 254 Sub 

Kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang direncanakan untuk 

dilaksanakan pada tahun 2024. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebagai  berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Program dan Kegiatan ini akan dilaksanakan di Sekretariat Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 3 Kepala Sub. Bagian yaitu : Subag. Program, 

Subag. Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subag. Keuangan. Program ini Memiliki 8 

Kegiatan yang terbagi menjadi 71 Sub Kegiatan dengan Total Kebutuhan Pagu 

Keseluruhan yang dibutuhkan yaitu Rp. 2.017.742.550.000. 

Adapun Program Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Sebagai berikut : 

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.2.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 



89 

 

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD 

6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

1.3.  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 

2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 

3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 

4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 

5) Pengolahan Data Retribusi Daerah 

6) Penetapan Wajib Retribusi Daerah 

7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 

2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianPenyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

4) Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 

5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja PegawaiPenatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD 

6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun 
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7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 

8) Pemindahan Tugas ASN 

9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2)  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

7) Penyediaan Bahan/Material 

8) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

3) Pengadaan Alat Besar 

4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 

5) Pengadaan Mebel 

6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya 

8) Pengadaan Aset Tak Berwujud 

9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan 

Darat Tak Bermotor 

5) Pemeliharaan Mebel 

6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 

8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 

9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
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Lainnya 

11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 

2. Program Pengelolaan Pendidikan 

Program pengelolaan pendidikan Mencakup 3 Bagian yaitu: Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan dan Pengelolaan Pendidikan Khusus yang memiliki 154 Sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan di 24 Kab./Kota dengan Total Kebutuhan Pagu yang dibutuhkan yaitu Rp. 

1.003.200.000.000. 

Adapun Program Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 

1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 

2) Penambahan Ruang Kelas Baru 

3) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 

4) Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 

5) Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 

6) Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 

7) Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 

8) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 

9) Pembangunan Perpustakaan Sekolah 

10) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 

11) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 

12) Pembangunan Fasilitas Parkir 

13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 
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14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 

15) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 

16) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 

17) Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 

18) Pengadaan Mebel Sekolah 

19) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 

20) Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah 

21) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 

22) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 

23) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 

24) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah Atas 

25) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 

26) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

1) Penambahan Ruang Kelas Sekolah 

2) Pembangunan Ruang Praktik Siswa 

3) Pembangunan Ruang Laboratorium 

4) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 

5) Pembangunan Perpustakaan Sekolah 

6) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 

7) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 

8) Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 

9) Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula 
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10) Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 

11) Pengadaan Perlengkapan Sekolah 

12) Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah 

13) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 

14) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 

15) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 

 

3. Pengelolaan Pendidikan Khusus 

1) Penambahan Ruang Kelas Sekolah 

2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 

3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 

4) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 

5) Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 

6) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 

7) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 

8) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 

3. Program Pengembangan Kurikulum 

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 

1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 

(satu) Provinsi 

1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 
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2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan 

Menengah dan Pendidikan Khusus 

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 

1) Penertiban Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat  

2) Penilaian Kelayakan usul perijinan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan 

oleh masayarakat 

3) Pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan oleh masyarakat 

4) Penertiban izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat 

5) Pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus yang 

diselenggarakan oleh masyarakat 

6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 

1) Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra yang 

Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

2) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan 

Provinsi  

3) Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi 

4) Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjung Literasi 

kewenangan Provinsi 
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BAB V PENUTUP 
 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 ini 

disusun sebagai  rancangan kegiatan pada tahun 2023 yang direncanakan oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang disusun 

sebagai bahan  pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) juga 

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provisi Sulawesi Selatan. 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 ini 

diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan menjaga 

kualitas hasil kegiatan serta memberikan pedoman dalam mewujudkan pencapaian 

kinerja (Performing Government) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga 

sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Oleh karena 

itu semua upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

rangka menunjang dan mendukung pembangunan pendidikan di daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


